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Abstrak

Dalam rangka pengembangan bidang dan tugas, perlu dilakukan pembinaan jabatan
struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural bersifat manajerial yang memerlukan keahlian
tersendiri. Sedangkan jabatan fungsional memerlukan ilmu pengetahuan/knowledge, keahlian/skill,
kemitraan/corporateness, kemandirian, dan tanggungjawab/responsibility.

Jabatan fungsional pustakawan bergerak di bidang informasi yang hasil kerjanya sangat
diperlukan oleh pejabat-pejabat fungsional lain. Sebab pustakawan melaksanakan tugas dalam
bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan informasi. Ketiga elemen ini diperlukan oleh para pengambil
keputusan/policy maker, pendidik, tenaga medis, penegak hukum, pranata komputer, maupun
pekerja sosial di sektor formal maupun di sektor nonformal,

Perkembangan jabatan fungsional pustakawan di Indonesia masih ~ mengalami berbagai
kendala antara lain kurang dipahaminya makna profesi dan fungsional pustakawan, rendahnya
image masyarakat, masalah administrasi, kurang pembinaan, dan kurang perhatian lembaga yang
bersangkutan. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan pembinaan terus-menerus, berkesinambungan,

dan terarah untuk meningkatkan eksistensi pustakawan.

A, Pendahuluan

Munculnya jabatan fungsional dan
profesi tertentu karena adanya kebutuhan
masyarakat pada bidang tersebut, Tuntutan
ini semakin meningkat seiring dengan pe-
ningkatan kebutuhan informasi dan per-
kembangan ilmu pengetahuan. Dari sisi lain,
di instansi negeri telah diberlakukan fung-
sionalisasi jabatan dosen, peneliti, arsiparis,
dan pustakawan. Padahal di instansi swas-
ta terutama perguruan tinggi telah memiliki
sejumlah pustakawan yang memenuhi sya-
rat untuk diangkat sebagai pejabat fung-
sional pustakawan. Di samping itu di Yog-
yakarta telah ada perguruan tinggi swasta
yang telah memberlakukan fungsionalisasi
pustakawan beberapa tahun lalu.

Perlunya fungsionalisasi jabatan fung-
sional pustakawan swasta ini dilandasi pe-
mikiran dan pertimbangan:

1. Sumber-sumber informasi perlu ditanga-
ni oleh tenaga yang profesional.
Untuk mengembangkan bidang apa pun
diperlukan informast. Kini informasi sa-
ngat mudah didapat dengan berbagai ca-
ra dan dari berbagai sumber. Perpusta-
kaan sebagai sumber informasi akan
mampu memberi informasi yang akurat,
selektif, dan tepat apabila dikelola oleh
tenaga yang profesional di bidangnya.

2. Pustakawan swasta pada umumnya be-
lum mendapatkan penghargaan yang
layak.




Di berbagai instansi swasta telah memili-
ki tenaga perpustakaan yang berpendi-
dikan diploma, sarjana bahkan pasca-
sarjana bidang ilmu perpustakaan. Se-
lain itu, beberapa perguruan tinggi swas-
ta mengirimkan pegawai perpustakaan
untuk mengikuti studi lanjut ke jenjang
sarjana bahkan pascasarjana bidang ilmu
perpustakaan. Dengan berbagai alasan
dan pertimbangan, mereka belum mem-
peroleh penghargaan sebagaimana di-
nikmati oleh pustakawan di instansi ne-
geri. Di instansi negeri pustakawan men-
dapat fasilitas tunjangan fungsional (ke-
cuali gaji), percepatan kenaikan jabatan/
pangkat, perpanjangan usia pensiun,
kepangkatan/golongan boleh melebihi
pangkat/golongan atasannya, dan lain-
nya. Kondisi seperti ini akan menim-
bulkan kesenjangan di kalangan pusta-
kawan yang berakibat pada menurunnya
kinerja, dan hal ini merupakan kerugian
tersendiri bagi suatu instansi.

3. Beberapa lembaga swasta dipandang

mampu memfungsionalisasikan pusta-
kawan.
Di Indonesia terdapat beberapa pergu-
ruan tinggi swasta yang telah mengang-
kat dosen dan pustakawan sebagai pe-
jabat fungsional sesuai peraturan dan
perundangan yang ditetapkan oleh pe-
merintah. Perhatian dan penghargaan ini
ternyata mampu memacu kinerja mereka
dan eksistensi instansi di mata masya-
rakat.

B. Tujuan

Perlunya pembinaan dan pengem-
bangan jabatan fungsional pustakawan di
instansi swasta bertujuan untuk:
1. Mengembangkan profesi pustakawan.

Adanya pengakuan pustakawan seba-
gai jabatan fungsional, maka terbuka
kesempatan yang luas bagi pustakawan
untuk mengembangkan karir dan pres-
tasi, karena penilaian prestasi dilakukan
secara objektif, berdasarkan pedoman/
standar yang jelas, dan disertai bukti-
bukti yang otentik. Di samping itu, pe-
nilaian dilakukan oleh tim yang mema-
hami seluk-beluk perpustakaan dan pro-
fesi pustakawan. Oleh karena itu, pusta-
kawan yang pandai, rajin, dinamis, sabar,
dan produktif akan naik jabatan/pangkat
lebih cepat dari yang lain.

. Mengembangkan bidang perpustakaan,

dokumentasi, dan informasi.

Indonesia sebagai negara berkembang
memerlukan pengembangan berbagai
bidang untuk membangun bangsa dan
negara ini. Pengembangan jabatan fung-
sional pustakawan diharapkan dapat ikut
mempercepat peningkatan kualitas sum-
ber daya manusia (SDM), sebab pusta-
kawan bergerak dalam bidang ilmu pe-
ngetahuan, informasi, dan pendidikan.
Pustakawan menyediakan dan menge-
lola informasi yang diperlukan oleh

pejabat fungsional lain.

. Menanamkan kemandirian kepada pus-

takawan.

Di era yang kompetitifini diperlukan ke-
mandirian bagi para profesional. Keman-
dirian seorang profesional ditentukan
oleh kedinamisan mereka yang berke-
cimpung dalam profesi itu. Di samping
itu, juga sejauh mana mereka mampu
menyelaraskan diri dengan perkem-
bangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan lingkungan.

. Menuju eksistensi pustakawan agar seja-

jar dengan profesi lain.




Pustakawan sebagai SDM yang mampu
menggerakan sumber daya lain agar per-
pustakaan dan pusat informasi berfung-
si optimal. Oleh karena itu, peran pusta-
kawan di era perubahan ini perlu diarah-
kan sebagai penggerak masyarakat. Ma-
syarakat diharapkan memanfaatkan in-
formasi dan perpustakaan sebagai satu
bagian dari kehidupan sehari-hari mereka
terutama dalam rangka peningkatan
kualitas hidup mereka.

C. Jabatan Fungsional Pustakawan
Pejabat fungsional harus berbeda dari
pejabat struktural atau pegawai lain pada
umumnya, Perbedaannya terletak pada si-
kap, kinerja, tanggung jawab, kewajiban,
moral, dan hak. Jabatan fungsional meru-
pakan jabatan karir dan jabatan pilihan.
Dikatakan sebagai jabatan karir berarti bah-
wa hanya orang-orang berkualitaslah yang
mampu mencapai karir puncak. Kemudian
dikatakan sebagai jabatan pilihan, berarti
bahwa jabatan fungsional betul-betul dipilih
dan betul-betul diketahui resiko, tanggung
jawab, dan fasilitasnya. Pemilihan ini telah
dipikirkan dan dipertimbangkan secara
matang tentang untung rugi, berat ringan,
dan paham akan masa depan atas pilihan
itu. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tu-
gas dan kewajibannya pustakawan harus
didasarkan pada kesadaran, tanggung ja-
wab, kejujuran, kecermatan, keuletan, kera-
jinan, dan motivasi tinggl. Bagi mereka yang
bermental “Pak Ogah” dan sekedar nebeng
berteduh, sebaiknya tidak usah memasuki
jabatan fungsional pustakawan. Sebab
mereka itu hanya akan membuat masalah
dan menjadi masalah dalam fungsionalisasi
pustakawan. Bisanya orang seperti ini kalau
ada hak akan berteriak paling lantang, tetapi
bila dihadapkan pada tugas dan tanggung-

jawab pasti sudah siap dengan seribu alas-

an untuk menghindar.

Jabatan pada hakekatnya adalah kedu-
dukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang pega-
wai dalam rangka susunan organisasi. Me-
reka yang diangkat pada jabatan (struktural
atau fungsional) tertentu harus memiliki ke-
terampilan dan keahlian tertentu.

Perkembangan suatu bangsa memer-
lukan beberapa jabatan fungsional yang
jumlahnya disesuaikan dengan tingkat
kebutuhan suatu bangsa. Tumbuhnya ja-
batan fungsional pustakawan dipengaruhi
oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Tugas-tugas fungsional dan struktural
masih sering campur aduk.

2. Pustakawan terkebiri dalam pengem-
bangannya.

3. Kinerja pustakawan diatur oleh pejabat
struktural atau pejabat fungsional lain
seperti dosen, guru, peneliti, dan lain-
nya. Bahkan pada perpustakaan tertentu
terjadi “penyerobotan kapling”.

4, Padajabatan struktural, seorang bawah-
an tidak boleh naik pangkat/golongan
melebihi pangkat/golongan atasannya.

S. Pustakawan sebagai tenaga kependidi-
kan selama ini kurang mampu mempo-
sisikan diri dalam pelaksanaan tugas
mereka.

Untuk memberi kesempatan pengem-
bangan dan prestasi inilah, maka pusta-
kawan memiliki kesempatan yang luas
dengan kriteria yang jelas, transparan, dan
objektif antara lain dengan pengumpulan
angka kredit. Melalui pengumpulan angka
kredit ini akan diperoleh kebaikan-kebaikan
antara lain:

1. Jati diri seorang pegawai yang mendu-
duki jabatan fungsional semakin jelas.




2. Sistem penilaian kerja dapat dilaksana-
kan secara objektif, terjamin, dan trans-
paran.

3. Jenjang jabatan dan pangkat terbuka
dengan catatan sesuai dengan evaluasi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
haknya dalam suatu jabatan.

4. Meningkatkan motivasi pustakawan un-
tuk bekerja lebih produktif, profesional,
efisien, dan disiplin.

Kemudian sebagai konsekuensi dari
jabatan fungsional, pustakawan dituntut
untuk memiliki:

1. Pendidikan formal, keahlian, dan kete-
rampilan

2. Tanggungjawab profesi
3. Kesejawatan
4. Kemandirian
Melalui fungsionalisasi pustakawan swas-
ta, diharapkan dapat menyejajarkan pusta-
kawan di instansi swasta dengan pustaka-
wan di instansi negeri. Di samping agar
pustakawan mampu memosisikan diri dalam
upaya ikut mencerdaskan kehidupan bang-
sa melalui penyediaan informasi dan kegiat-
an pendidikan.

Jabatan fungsional pustakawan berke-
dudukan sebagai pelaksana penyelengga-
raan kegiatan kepustakawanan dan infor-
masi pada unit perpustakaan, dokumentasi,
dan informasi suatu instansi negeri maupun
swasta. Jabatan ini merupakan jabatan karir
yang hanya dapat diduduki oleh seseorang
yang memiliki syarat-syarat tertentu seperti
pendidikan, keahlian, masa kerja, status ke-
pegawaian, dan kemampuan mencapai
prestasi.

D. Pustakawan sebagai Profesi
Pustakawan kadang begitu mantap dan
menepuk dada sebagai tenaga profesional.

Padahal aktivitas yang mereka lakukan seba-
tas melakukan pekerjaan praktikal seperti
menempel etiket buku, merapikan susunan
buku, dan lainnya. Pekerjaan-pekerjaan ini
sebenarnya dapat dilakukan oleh mereka
yang berpendidikan SLTA.

Profesi sebenarnya tidak sekedar melek
huruf dan lama bekerja di perpustakaan.
Profesi bukan sembarang tugas yang dapat
dilakukan oleh tiap orang yang bisa mem-
baca dan menulis. Tidak benar kalau mereka
yang bekerja di perpustakaan lalu disebut
pustakawan, mereka disebut sebagai tenaga
perpustakaan. Pustakawan adalah profesi
yang memerlukan pendidikan akademik
minimal diploma dua, memerlukan keahlian/
skill, memerlukan tanggung jawab,
kemandirian, dan kesejawatan. Lynn (1965)
dalam Lasa Hs. (2005) menyatakan: 4 Pro-
fession delivers ecotics based on esoteric
knowledge systematically formulated and
applied to the needs of client (suatu profesi
menyajikan pelayanan yang hanya dila-
kukan oleh orang tertentu yang secara siste-
matis diformulasikan dan diterapkan untuk
memenuhi kebutuhan klien).

1. Tlmu Pengetahuan/knowledge

Syarat minimal penguasaan ilmu penge-

tahuan seorang pustakawan sampai saat

ini serendah-rendahnya diploma dua bi-

dang ilmu perpustakaan, dokumentasi,

dan informasi (pusdokinfo). Syarat ini

termasuk rendah dan perlu ditinjau kem-

bali. Perlunya peninjauan kembali ini di-

dasarkan pada pemikiran:

a. Tuntutan Profesionalisme
Pada beberapa profesi, syarat mini-
mal pendidikan yang harus dimiliki
oleh seorang profesional ada yang
berpendidikan S1 (guru), S1 plus
pendidikan profesi (dokter, dokter he-
wan, dokter gigi, apoteker) dan ada




yang harus S2 (dosen). Oleh karena
itu diusulkan agar pendidikan seo-
rang pustakawan mendatang minimal
S1 bidang perpustakaan, dokumen-
tasi, dan informasi, atau satjana bi-
dang lain ditambah pendidikan dan
pelatihan perpustakaan selama 6 bu-
lan. Kecuali itu, untuk jabatan pusta-
kawan utama (setingkat guru besar)
diusulkan untuk disyaratkan seren-
dah-rendahnya berijazah S3 bidang
pusdokinfo, atau S2 bidang pusdok-
info ditambah pengumpulan angka
kredit dari karya ilmiah (buku, artikel
ilmiah, penelitian, makalah, d1l) mini-
mal 50 angka kredit, dan mampu me-
ngumpulkan angka kredit kumulatif
sebanyak 850 angka kredit. Pemikiran
ini dimaksudkan untuk meningkatkan
profesionalisme pustakawan. De-
ngan demikian apabila ada usulan
standar minimal pustakawan adalah
lulusan SLTA berarti pemikiran ini
merupakan kemunduran. Profesi lain
sudah maju, lalu profesi pustakawan
punya pemikiran mundur, maka akan
semakin jauh tertinggal. Pola pikir
seperti ini antara lain yang menye-
babkan pustakawan ketinggalan ja-
man. Oleh karena itu pustakawan kita
kini cenderung statis, sebab pola pikir
mereka berada dalam situasi stagnan
dan terjebak oleh rutinitas.

. Kurang Dipahami Makna Profesio-
nalisme

Pemahaman profesi oleh pustakawan
cenderung bernuansa birokrasi yak-
ni datang awal, pulang belakangan,
lalu memberi pelayanan yang baik
kepada pengguna. Mereka kurang
produktif dan kurang berani me-
langkah. Indikator ini antara lain bah-

wa sebagian besar nilai usulan angka
kredit untuk kenaikan jabatan/pang-
kat berasal dari unsur pengorgani-
sasian bahan pustaka. Sedangkan
unsur pengembangan profesi (ter-
utama penulisan) masih sangat minim
sekalipun oleh pustakawan ahli dan
berpendidikan S2 pusdokinfo. Oleh
karena itu, maka tidak heran apabila
sampai saat ini hanya beberapa gelin-
tir pustakawan yang mampu mendu-
duki jabatan pustakawan utama. Ka-
laupun ada ternyata mereka itu dari
pejabat struktural yang pangkat dan
golongannya sudah tinggi lalu me-
limpah ke pustakawan. Dengan demi-
kian kenaikan jabatan itu bukan dari

hasil prestasi pengembangan profesi.

2. Keahlian/skill

Pustakawan sebagai SDM yang meng-
gerakkan sumber daya lain yang me-
mungkinkan untuk berperan secara op-
timal maka diperlukan standar keahlian
dan profesionalisme pustakawan (Per-
pustakaan Nasional RI, 2002). Mereka
harus memiliki ilmu pengetahuan mini-
mal sebagai seorang professional yang
diperoleh melalui lembaga pendidikan
khusus dalam bidangnya. Lembaga pen-
didikan ini didesain dan dikembangkan
menurut kriteria tertentu. Kriteria itu be-
rupa standar tenaga pengajar, kurikulum,
alat dan sumber belajar, penelitian, pe-
ngujian, lama studi, dan seleksi calon

peserta didik.

. Tanggung jawab/responsibility

Seorang professional terpanggil untuk
melaksanakan profesinya dengan penuh
tanggung jawab. Mereka memiliki tang-
ung jawab moral untuk mengembangkan
perpustakaan, ilmu perpustakaan, dan
profesi pustakawan. Jadi seorang profe-




sional tidak cukup kalau hanya datang
pagi lalu memberikan layanan yang baik
kepada pengguna. Ilmu perpustakaan
dan informasi merupakan salah satu ilmu
pengetahuan yang penting dalam pe-
ngembangan intelektual manusia. Bi-
dang apapun memerlukan ilmu perpus-
takaan dalam arti luas, karena dalam pe-
laksanaan bidang memerlukan informasi.
Sumber informasi ini diatur, dikelola, dan
disajikan kepada masyarakat dengan
lmu dan sistem tertentu. Kegiatan ini me-
merlukan ilmu perpustakaan yang dida-
lamnya terkandung manajemen, psiko-
logi, teknologi informasi, fisika, kimia, ar-
sitektur, matematika, administrasi publik,
statistik, dan lainnya.

. Kemandirian

Kemandirian dalam hal ini adalah kemam-

puan dan kesanggupan melaksanakan

tugas kepustakawanan dengan ilmu pe-
ngetahuan, keahlian, penemuan, hasil

penelitian, atau pemikiran yang dimi-

likinya dan bertanggung jawab secara
keilmuan/profesi. Kemandirian dalam hal
ini bisa berarti:

a. Mampu memimpin diri sendiri dalam
melaksanakan tugas.

b. Tidak diatur oleh pejabat jabatan fung-
sional lain terutama dalam pelak-
sanaan tugas-tugas kepustakawanan.

¢. Dalam melaksanakan tugas maupun
pekerjaan selalu menggunakan ilmu
pengetahuan, teori, pengalaman, ke-
ahlian, dan ketrampilan yang mereka
miliki.

d. Dinamis.

e. Mampu menyelaraskan diri dengan
perkembangan sosial, ilmu pengeta-
huan, politik, dan teknologi informasi.

f Berperilaku profesional.

5. Kesejawatan

Kesejawatan profesi pustakawan diatur
dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia
Bab III (kewajiban kepada organisasi
dan profesi) dan Bab IV (kewajiban an-
tara sesama pustakawan). Pada bab HI
disebutkan bahwa tiap pustakawan hen-
daknya menjadikan lkatan Pustakawan
Indonesia (IP]) sebagai forum kerjasama,
tempat konsultasi, tempat penggem-
blengan pribadi, untuk meningkatkan il-
mu pengetahuan, dan pengembangan
profesi. Pustakawan diharapkan membe-
rikan sumbangan tenaga, pikiran, dan
dana kepada organisasi untuk kepen-
tingan pengembangan ilmu dan perpus-
takaan di Indonesia. Pustakawan Indo-
nesia harus menjaga nama baik antara
lain berperan serta dalam kegiatan di
bidang perpustakaan, dan menjauhkan
diri dari ucapan, perbuatan, dan perilaku
yang merugikan organisasi dan profesi.
Kemudian pada bab IV dijelaskan bahwa
tiap pustakawan harus memelihara hu-
bungan persaudaraan sesama pustaka-
wan, saling membantu dalam pengem-
bangan profesi, nasehat menasehati,
dan menghargai pendapat pustakawan
lain,

E. Fungsionalisasi Pustakawan Swasta

Di era informasi ini diperlukan pe-
ngolahan informasi yang profesional. Un-
tuk itu diperlukan tenaga profesional yang
memiliki motivasi tinggi dan produktivitas
yang berkualitas. Mereka adalah individu
yang tidak bisa melepaskan diri dari moti-
vasi, kebutuhan, keinginan, dan harapan
dari tempat kerjanya. Harapan-harapan itu
dapat dipenuhi antara lain melalui fungsi-
onalisasi pustakawan oleh lembaga yang
bersangkutan.




Untuk merealisasi jabatan fungsional
pustakawan diperlukan seperangkat pera-
turan pemerintah, kebijakan yayasan, tim
penilai, dan pembinaan terus-menerus.

1. Peraturan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban dan
wewenang untuk mengatur kehidupan
berorganisasi. Melalui pola ini diharapkan
mampu mendorong perkembangan profesi
tertentu dalam rangka peningkatan SDM.
Peraturan Pemerintah diperlukan agar da-
lam pengembangan profesi lebih terarah
dan memiliki standar mutu tertentu. Peme-
rintah memang telah memiliki peraturan dan
kebijakan yang berupa Keputusan Presiden
dan Surat Keputusan Bersama yang me-
ngatur pengembangan karir pustakawan di
instansi negeri. Instansi swasta juga tidak
salah kalau mengikuti peraturan dan kebi-
jakan itu, namun perlu disadari bahwa kon-
disi di beberapa instansi swasta tidak memi-
liki kemampuan yang sama. Oleh karena itu,
Perpustakaan Nasional RI selaku pembina
perpustakaan dan tenaga perpustakaan se-
luruh Indonesia kini sedang menyiapkan
pedoman fungsionalisasi pustakawan
swasta.

2. Kebijakan Lembaga induk

Perhatian dan kebijakan lembaga induk
besar pengaruhnya terhadap pengembang-
an karir pustakawannya. Lembaga induk
inilah yang ikut menentukan kebijakan dan
mengarahkan perkembangan karir SDM
yang bekerja di lembaga itu. Dalam hal ini
J.P. Rompas (1998) menyatakan bahwa
kendala lain yang harus dihilangkan adalah
adanya sikap pejabat struktural yang tidak
mau mempelajari berbagai ketentuan yang
berkaitan dengan jabatan pustakawan. De-
ngan demikian, banyak kebijaksanaan yang
diterapkan justtu menghambat karir pusta-
kawan. Peningkatan pendidikan, karir, dan

kesejahteraan pegawai akan mempengaruhi
kinerja mereka dan citra lembaga. Citra lem-
baga ini akan mempengaruhi kepercayaan
masyarakat pada lembaga tersebut. Citra ini-
lah yang harus selalu dibangun oleh ins-
tansi swasta untuk menumbuhkan keper-
cayaan masyarakat luas.
3. Tim Penilai

Untuk menilai, mengembangkan, dan
membina prestasi dan karir pustakawan di-
perlukan tim penilai. Tim penilai ini antara
lain bertugas menilai angka kredit sebagai
standar prestasi seorang pustakawan yang
selanjutnya diusulkan untuk pengangkatan
sebagai pejabat fungsional pustakawan,
kenaikan jabatan/pangkat/golongan. Selain
itu juga berperan sebagai pengarah dan
pembina prestasi pustakawan. Tim ini harus
terdiri dari sebagian besar pustakawan (kri-
teria SK. MENPAN 132/2002) ditambah
unsur kepegawaian, pejabat yang mengu-
rusi SDM, memiliki kemampuan melakukan
penilaian, dan memiliki jabatan/pangkat/go-
longan tertentu. Apabila dalam suatu ins-
tansi belum memiliki SDM yang dianggap
memenuhi syarat, maka tim ini dapat diminta
dari lembaga lain dengan mengikuti prose-
dur yang berlaku.
4. Pembinaan Terus-Menerus

Dalam rangka peningkatan kinerja dan
prestasi pustakawan perlu dilakukan pem-
binaan terus menerus, misalnya dalam ben-
tuk penataran, seminar, workshop, ceramah,
penyuluhan, dan bimbingan langsung. De-
ngan adanya pembinaan ini, pustakawan
akan mengetahui capaian yang akan diraih
dan akan merencanakan pengembangan
karir dari waktu ke waktu. Hal ini akan
mampu meningkatkan kinerja mereka, ka-
rena adanya penghargaan yang diberikan
oleh lembaga induk.




F. Penutup

Eksistensi pustakawan sebagai pejabat
fungsional merupakan tuntutan tersendiri
di era informasi ini. Pustakawan sebagat
profesi yang hasil kinerjanya diperlukan
oleh pejabat struktural dan fungsional lain.
Pustakawan memiliki peran strategis dalam
transformasi ilmu pengetahuan, pendidikan,
dan informasi.

Sebagai tenaga kependidikan, pusta-
kawan menyediakan sumber ilmu pengeta-
huan dan informasi dalam pelaksanaan pro-
ses pendidikan formal, informal, dan non-
formal. Pustakawan di instansi negeri telah
diakui oleh pemerintah sebagai tenaga fung-
sional dengan adanya seperangkat Un-
dang-undang, Keputusan Presiden, mau-
pun Surat Edaran Bersama. Namun demi-
kian, keberadaan pustakawan yang bekerja
di sebagian besar instansi swasta belum
mendapat perhatian yang serius. Hal ini bisa
berakibat adanya kesenjangan antara pus-
takawan di instansi negeri dan swasta, serta
menurunnya kinerja pustakawan.

Oleh karena itu, sesuai kemampuan dan
kondisi masing-masing, perlu perhatian
serius terhadap eksistensi pustakawan.
Apalagi di beberapa swasta telah memiliki
pustakawan yang telah menunjukkan pres-
tasinya. Artinya apabila mereka diberi
kesempatan dan dorongan, ternyata mereka
mampu berkembang dan berpestasi sama
seperti fungsional lain seperti dosen, pene-
liti, dokter, dan lainnya. Untuk itu perlu ada-
nya seperangkat peraturan perundangan,
kebijaksanaan yayasan, pimpinan lembaga,
tim penilai, dan adanya pembinaan terus-
menerus.
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